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Abstract. This study aims to describe and analyze the effectiveness of the online-based promotion system (SIPEKAT) an e-
government initiative at the Public Works, Highways, and Water Resources Agency of Sidoarjo Regency. The study
employs a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and
documentation at the agency's offices. Informants included the Head of the General Affairs and Personnel Division,
SIPEKAT operators, and civil servants (ASN) within the agency. The results indicate that regarding the first indicator
goal achievement SIPEKAT has facilitated faster, more effective, and efficient promotion services with improved
administrative orderliness, although it is not yet integrated with other personnel systems. Secondly, regarding the
integration indicator, communication and coordination between the Sidoarjo Regency Regional Personnel Agency
and the Public Works, Highways, and Water Resources Agency have been conducted via official notifications or
circulars; however, information regarding SIPEKAT updates has not been comprehensively disseminated to all civil
servants. Thirdly, regarding the adaptation indicator, operators have successfully adapted to using SIPEKAT,
supported by adequate facilities and infrastructure; nevertheless, there remains a lack of uniform understanding and
participation among civil servants regarding the system's use.

Keywords - Effectiveness; E-government; SIPEKAT

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untukmendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas E-Government Sistem Kenaikan
Pangkat Berbasis Online (SIPEKAT) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten
Sidoarjo. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya
Air Kabupaten Sidoarjo. Informan pada penelitian ini yaitu Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Operator
Sipekat, ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pada indikator pertama, pencapaian tujuan, SIPEKAT telah mendukung pelayanan
kenaikan pangkat yang lebih cepat, efektif, efisien, dan tertib administrasi, meskipun belum terintegrasi dengan sistem
kepegawaian lainnya. Kedua, pada indikator integrasi, komunikasi dan koordinasi antara Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo
telah dilaksanakan melalui surat pemberitahuan atau surat edaran, namun sosialisasi pembaruan SIPEKAT belum
dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh ASN. Ketoga, pada indikator adaptasi, operator telah mampu
menyesuaikan diri dengan penggunaan SIPEKAT serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, namun
masih terdapat ASN yang belum memiliki pemahaman dan partisipasi yang merata dalam penggunaan SIPEKAT.

Kata Kunci - Efektivitas; E-government; SIPEKAT

|. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai
sektor. Perkembangan manajemen teknologi mengalami pertumbuhan pesat selama 20 tahun terakhir Inovasi
teknologi sebagai kunci untuk kemajuan dan daya saing organisasi [1]. Pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi
telah mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik, termasuk dalam bidang administrasi kepegawaian [2].
Upaya untuk menciptakan pelayanan publik yang baik tentunya tidak terlepas dari peran Aparatur Negara sebagai
penyelenggaranya. Peran Aparatur Negara merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang
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berkualitas. Untuk itu, akuntabilitas kinerja setiap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya harus selalu ditingkatkan dan menjadi fokus perhatian bagi pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut
dibutuhkan sosok SDM aparatur (PNS) yang profesional, yang mempunyai perilaku sikap yang taat, disiplin, bermoral
dan bermental baik serta akuntabel dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tanggung jawab sebagai pemberi
layanan publik yang baik. Sejalan dengan diterbitkannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan di
bidang kepegawaian wilayah Kabupaten Sidoarjo dituntut untuk mampu mewujudkan pengelolaan manajemen
kepegawaian salah satunya yaitu pengusulan kenaikan pangkat ASN secara optimal dalam upaya mewujudkan SDM
aparatur yang profesional.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai
sektor. Perkembangan manajemen teknologi mengalami pertumbuhan pesat selama 20 tahun terakhir Inovasi
teknologi sebagai kunci untuk kemajuan dan daya saing organisasi. Strategi teknologi yang dirancang untuk mengelola
sumber daya dan kapabilitas teknologi secara efektif. Teknologi informasi memiliki peran penting dalam
meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya manusia di tempat kerja, terutama melalui pemantauan dan
evaluasi kinerja secara sistematis. Hal ini juga termasuk dalam sistem manajemen kepegawaian di lingkungan
pemerintahan.

Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan telah menjadi kebutuhan esensial
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, manajemen kinerja
ASN merupakan konsep manajemen publik baru yang berfokus pada orientasi hasil, transparansi, dan akuntabilitas
layanan administrasi. Dalam konteks manajemen aparatur sipil negara (ASN), teknologi informasi diharapkan mampu
menjawab tantangan birokrasi yang kompleks dan mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi ASN secara optimal
[3]. Salah satu aspek penting dalam manajemen ASN adalah kenaikan pangkat. Manajemn Sumber Daya Manusia
adalah disipilin ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan dan optimalisasi sumber daya manusia dalam sebuah
organisasi yang tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas kinerja, tetapi juga menjadi motivasi untuk peningkatan.
kinerja dan profesionalisme pegawai [4]. Indikator terkait kinerja sangat penting untuk mengevaluasi dan
memperkirakan kinerja, meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan, dan menetapkan strategi pertumbuhan yang
berkelanjutan [5].

Pangkat ialah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasar jabatan dalam rangkaian susunan
kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Namun demikian, proses kenaikan pangkat masih kerap
dihadapkan pada berbagai persoalan administratif, mulai dari keterlambatan berkas, kurangnya pemahaman terhadap
prosedur, hingga keterbatasan sarana pendukung. Persoalan-persoalan tersebut berakibat pada lambatnya proses
pelayanan serta menurunkan kualitas tata kelola kepegawaian [6].

Administrasi kepegawaian, khususnya pelayanan kenaikan pangkat ASN, menjadi salah satu layanan strategis
yang berdampak langsung terhadap motivasi, kinerja, dan kesejahteraan pegawai negeri sipil [7]. Kenaikan pangkat
tidak hanya berimplikasi pada peningkatan status dan penghasilan ASN, tetapi juga mencerminkan pengakuan atas
kompetensi dan kontribusi pegawai terhadap organisasi [8]. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan EGovernment. Sebagai bentuk inovasi dalam menyikapi
permasalahan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo menerapkan Sistem Pengelolaan Kenaikan
Pangkat (SIPEKAT), sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk mempercepat proses kenaikan
pangkat secara digital dan paperless. SIPEKAT merupakan suatu sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses
oleh semua OPD, berfungsi sebagai alat komunikasi antara BKD dan OPD dalam proses pengurusan Kenaikan
Pangkat. Melalui SIPEKAT ini terbangun sebuah mekanisme komunikasi kolaborasi, dan pertukaran informasi dalam
proses Kenaikan Pangkat serta mempermudah dalam pengiriman berkas-berkas dengan cara online. SIPEKAT mulai
diimplementasikan oleh BKD Sidoarjo pada bulan November 2015 untuk usulan kenaikan pangkat periode 1 April
2016. Berdasarkan SK Bupati Sidoarjo Nomor: 800/307/404.6.1/2015 Tentang SIPEKAT dengan adanya sistem ini
dapat memangkas alur layanan kepegawaian dan proses tatap muka antara admin atau staf di Sub Bidang Kenaikan
Pangkat dan Pensiun dengan pihak yang berkepentingan menjadi berkurang sehingga dapat meminimalisir potensi
terjadinya praktek pungutan liar dan juga KKN.

Melalui penerapan SIPEKAT, proses pengusulan hingga penetapan kenaikan pangkat dapat dilakukan secara
lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Sistem ini mendukung penyederhanaan proses administrasi dengan
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap tahapan pengajuan. Dengan adanya SIPEKAT, data
dan dokumen pengusulan dapat dikelola secara lebih sistematis sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam
penginputan maupun kelengkapan administrasi. Selain itu, penerapan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelayanan kepegawaian, mempercepat waktu penyelesaian proses kenaikan pangkat, serta
memberikan kemudahan bagi ASN dalam memantau proses pengusulannya. Dengan demikian, SIPEKAT tidak hanya
berfungsi sebagai sarana digitalisasi administrasi kenaikan pangkat, tetapi juga menjadi instrumen dalam mewujudkan
pelayanan kepegawaian yang lebih cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.Berikut merupakan dokumentasi laman
awal SIPEKAT Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :
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Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, 2026
Gambar 1. Laman Awal SIPEKAT Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa pada laman awal SIPEKAT terdapat username dan password untuk
di akses. SIPEKAT diakses oleh OPD di lingkungan Kabupaten Sidoarjo dalam memproses kenaikan pangkat secara
online. Sebelum adanya SIPEKAT, dalam memproses kenaikan pangkat ASN Kabupaten Sidoarjo masih
menggunakan cara manual. SIPEKAT telah diluncurkan oleh BKD Sidoarjo sejak November 2015 untuk usulan
promosi selama 1 April 2016. Dalam SIPEKAT terdapat beberapa layanan yaitu layanan kenaikan pangkat, layanan
pensiun, layanan kenaikan gaji berkala, layanan mutase dan pindah, layanan cuti ASN, dan Layanan Pendidikan dan
gelar. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu OPD
yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang menerapkan SIPEKAT dalam memproses kenaikan pangkat ASN
di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Pada observasi awal,
Berikut merupakan data ASN yang telah mengajukan kenaikan pangkat melalui SIPEKAT mulai tahun 2023-2025
sebagai berikut :

Tabel 1. Pengajuan Kenaikan Pangkat melalui SIPEKAT pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2025

No. Tahun Jumlah Pangkat Keterangan
Penata TK.I / (111/d), Pengatur / (1l/c),
1 2023 33 Orang Pengatur Muda / (111/a)
Penata TK.1/ (111/d), Pembina / (1V/a),
2 2024 25 Orang Penata Muda / (111/a), Pengatur / (11/c), Terproses
Pengatur Muda / (11/a)
Pembina / (IV/a), Penata Muda / (111/a),
3 2025 9 Orang Pengatur / (1l/c), Pengatur Muda / (11/a), Terproses
Penata Muda Tk.I / (111/b)

Terproses

Total 67 Orang
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, 2026

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pengajuan kenaikan pangkat bagi ASN melalui SIPEKAT dimulai pada tahun
2023 hingga saat ini. Semua pengajuan kenaikan pangkat yang diajukan setiap tahun telah terproses sesuai dengan
SOP yang ada. Dalam melakukan proses pengajuan kenaikan pangkat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo di bantu oleh operator yang sudah di tunjuk dalam mengoperasikan
SIPEKAT. Sehingga tidak semua ASN masing-masing mengajukan melalui SIPEKAT secara mandiri. Selain itu, dari
tabel 1 diatas juga dapat diketahui bahwa jumlah ASN yang mengajukan kenaikan pangkat mengalami penurunan
dikarenakan beberapa hal antara lain masih belum memenuhi ketentuan pengajuan kenaikan pangkat. Penulis
menjumpai bahwa masih dijumpai beberapa permasalahan. Pertama, terkait keterbatasan SDM yang dapat
mempengaruhi rendahnya partisipasi dan pemahaman dalam penggunaan SIPEKAT. Kedua, Belum optimalnya
integrasi sistem antara SIPEKAT dengan sistem kepegawaian lain. Ketiga, sosialisasi setiap pembaharuan sistem
belum menyeluruh sehingga masih terdapat ASN belum memahami perubahan-perubahan yang ada pada sistem ketika
memproses kenaikan pangkat
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Dalam mengkaji terkait Efektivitas E-Government Sistem Kenaikan Pangkat Berbasis Online (SIPEKAT) di
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo keberadaan teori sangat diperlukan
sehingga dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut M. Richard Strees, sebagai berikut yakni a)
Pencapaian Tujuan merupakan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai individu ataupun kelompok yang sedang
bekerja, atau secara ideal. Tujuan merupakan hasil yang diharapkan menurut nilai orang-orang. Tujuan merupakan
pedoman dalam pencapaian program dan aktivitas serta memungkinkan untuk terukurnya efektivitas dan efisiensi
kelompok. Tujuan program merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program, yaitu apakah
tujuan yang telah direncanakan sesuai atau tidak dalam pelaksanaannya. b) Integrasi pengukuran terhadap tingkat
kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, komunikasi dan pegembangan consensus di tengah
masyarakat, dan c) Adaptasi kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan
dengan kesesuaian pelaksanaan program yang akan dilaksanakan dengan menyesuaikan keadaan yang ada di
lapangan. Dengan demikian, digunakan tolak ukur berupa kesediaan petugas dan sarana prasarana [9].

Berdasarkan permasalahan diatas mengai Efektivitas E-Government Sistem Kenaikan Pangkat Berbasis Online
(SIPEKAT) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Penelitian terdahulu
juga dijumpai permasalahan yang sama terkait Efektivitas E-Government Sistem Kenaikan Pangkat Berbasis Online
(SIPEKAT) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Pertama, penelitian
terdahulu oleh Suherman, tahun 2022 yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Tabalong” dijumpai hasil faktor yang menjadi
kendala pada pelayanan kenaikan pangkat di BKPP Tabalong yaitu Pengelola Kepegawaian SKPD mengabaikan surat
pemberitahuan usul pangkat khususnya jadwal pengusulan dan syarat yang diminta, kurang teliti dalam pemeriksaan
berkas baik dari pihak pemberi layanan dan juga dari pihak Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan kenaikan pangkat,
kurangnya kelengkapan berkas dari pihak Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan kenaikan pangkat [10].

Kedua, penelitian terdahulu oleh Ahmad Farhan Dwi Sestono, tahun 2023 yang berjudul “Efektivitas Layanan
Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat (SIPEKAT) Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa
Timur” dijumpai hasil Efektivitas Layanan Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat (SIPEKAT) di Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sudah berjalan dengan cukup efektif baik dalam dimensi struktur
organisasi, dukungan aparatur serta pimpinan. Akan tetapi dalam dimensi Sumber Daya Manusia, dan Teknologi
Informasi masih perlu ditingkatkan. Hambatan yang dialami dalam Efektivitas layanan Sistem Pengelolaan Kenaikan
Pangkat di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yaitu Kualitas SDM di bidang
Teknologi Informasi yang masih kurang, Masih kurangnya pihak penyedia layanan SIPEKAT dan Keterbatasan
Sarana dan Prasarana. Upaya yang dilakukan BKD adalah Memberikan Sosialisasi dan Bimbingan terkait penggunaan
SIPEKAT, Pemberian insentif kepada pihak penyedia layanan SIPEKAT, Perbaikan Sarana dan Prasarana [11].

Ketiga, penelitian oleh Mayyasya Tian Ramadyanti dan IImi Usrotin Choiriyah, tahun 2025 berjudul “Efektivitas
E-Government melalui Surat Izin Praktik Online (SIP Online) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo” Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sistem SIP Online telah berhasil menjangkau sasaran utama, yaitu tenaga
kesehatan yang diwajibkan memiliki Surat Izin Praktik. Pertama, layanan SIP Online telah menjangkau seluruh
tenaga medis dan tenaga kesehatan, namun masih menghadapi kendala literasi digital, terutamapada tenaga
kesehatan lanjut usia. Kedua, sosialisasi sudah dilakukan secara daring dan luring, tetapi belum rutin dan
belum merata menjangkau seluruh sasaran. Ketiga, dari segi efisiensi, waktu pelayanan berhasil dipangkas dari
14 hari menjadi 7 hari, meskipun masih terdapat hambatan seperti keterlambatan penandatanganan manual dan
pengajuan izin yang mendekati masa berlaku habis. Keempat, pemantauan dan evaluasi belum dilaksanakan secara
rutin dan terstruktur, sehingga hasilnya belum dapat digunakan sebagai dasar perbaikan [12]. Tujuan dari penelitian
saat ini yaitu menganalisis dan mendeskripsikan Efektivitas E-Government Sistem Kenaikan Pangkat Berbasis Online
(SIPEKAT) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.

Il. METODE

Penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada
latar ilmiah [13]. Sedangkan penelitian lainnya menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang
berlandaskan pada penelitian dengan tujuan guna memahami gejala dan fenomena serta komprehensif yang dialami
oleh subjek penelitian terhadap beberapa beberapa persoalan seperti tindakan, motivasi, persepsi dan lain sebagainya
dengan menggunakan deskripsi sebagai penjelasannya. Lokasi Penelitian yaiatu dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer
yang mana peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan
peneliti ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data ialah metode yang digunakan untuk
mengumpulkan bahan yang digunakan dalam sebuah penelitian. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian
ini ialah dengan memilih sampel dengan berlandaskan pada penilaian atas karakteristik sampel yang dibutuhkan dan
sesuai dengan tujuan dari penelitian ini atau disebut dengan purposive sampling. Informan dalam penelitian saat ini
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yakni serta Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Operator SIPEKAT, ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Dan untuk melengkapi hasil dari penelitian tersebut, peneliti
juga menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen Fokus dalam penelitian Efektivitas E-Government
Sistem Kenaikan Pangkat Berbasis Online (SIPEKAT) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan untuk teknik analisis data hasil penelitian berpedoman pada model analisis data dari
Miles dan Huberman, teknis analisis data ialah proses mengorganisir, menganalisis dan menginterprestasikan data non
numeric menjadi sebuah informasi atau trend yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan
penelitian. Miles dan Huberman membagi proses analisis data menjadi empat langkah yakni 1) Pengumpulan Data,
yakni proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring berbagai fenomena, informasi
atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. 2) Reduksi data, yakni proses melakukan
pemilihan, pemfokusan, pengabstraksian dan transformasi data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. 3)
Penyajian data, yakni pengumpulan data yang tersusun dan memberikan peluang terjadinya penarikan kesimpulan.
4) Penarikan kesimpulan, yakni kegiatan menyimpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah
ditentukan pada pendahuluan [14].

I11. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas E-Government Sistem Kenaikan Pangkat Berbasis Online
(SIPEKAT) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, yang diperoleh melalui
teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan serta berbagai dokumen pendukung, penelitian ini
menganalisis efektivitas implementasi SIPEKAT menggunakan teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh
Richard M. Steers. Analisis dilakukan berdasarkan tiga indikator utama, yaitu (1) pencapaian tujuan, (2) integrasi, dan
(3) adaptasi, untuk mengetahui sejaunh mana penerapan SIPEKAT mampu meningkatkan efektivitas pelayanan
kenaikan pangkat secara elektronik di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo
sebagai berikut :

A. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan keadaan atau hasil yang hendak dicapai oleh individu maupun kelompok melalui
pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan. Pencapaian tujuan menggambarkan kondisi yang diharapkan sebagai
bentuk pencapaian atas nilai, kebutuhan, dan harapan para pelaksana. Selain itu, pencapaian tujuan berperan sebagai
acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian berbagai program dan kegiatan, sehingga dapat dijadikan
dasar untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Dalam suatu program, kejelasan pencapaian
tujuan memiliki peranan yang sangat penting karena keberhasilan pelaksanaan program dapat diukur dari sejauh mana
tujuan yang telah ditetapkan mampu direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Efektivitas memiliki keterkaitan yang erat dengan pencapaian tujuan program, yaitu sejauh mana hasil
pelaksanaan program telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan merupakan
keseluruhan proses yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran program secara bertahap, baik melalui penyelesaian
setiap tahapan kegiatan maupun berdasarkan periodisasi pelaksanaan yang telah direncanakan [15]. Dalam penelitian
ini, pencapaian tujuan implementasi Sistem Kenaikan Pangkat Berbasis Online (SIPEKAT) di Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dinilai dari kemampuannya dalam mewujudkan pelayanan
kenaikan pangkat yang lebih cepat, efektif, efisien, dan tertib administrasi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Wilga
Lazul Nuviandra, S.IP., M.HO Selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagi berikut :

“SIPEKAT merupakan sistem kenaikan pangkat berbasis online yang dikembangkan dan dikelola oleh Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo sebagai media pengajuan usulan kenaikan pangkat ASN. Di
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, kami memanfaatkan aplikasi tersebut untuk
mengajukan usulan kenaikan pangkat secara elektronik sehingga prosesnya menjadi lebih cepat, lebih tertib
administrasi, serta memudahkan pegawai dalam melengkapi dan memantau persyaratan yang dibutuhkan.
Dengan adanya SIPEKAT dari BKD ini, koordinasi antara OPD dengan BKD juga menjadi lebih efektif karena
seluruh dokumen dan tahapan pengajuan sudah terintegrasi dalam satu sistem.” (Wawancara, 15 Juli 2026)

Pernyataan serupa juga dismapaikan oleh Ibu Anita Farida Selaku Operator SIPEKAT di Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Sebagai operator SIPEKAT, kami mengelola seluruh proses pengajuan kenaikan pangkat ASN melalui sistem
yang disediakan oleh BKD Kabupaten Sidoarjo. Dibandingkan dengan proses manual, penggunaan SIPEKAT
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membuat pekerjaan menjadi lebih mudah karena seluruh dokumen dapat diunggah dan diverifikasi secara
elektronik. Selain itu, status usulan kenaikan pangkat dapat dipantau secara langsung sehingga apabila terdapat
kekurangan berkas atau revisi, kami dapat segera melakukan perbaikan tanpa harus mengirim dokumen secara
fisik. Dengan adanya SIPEKAT, proses administrasi menjadi lebih efektif, efisien, serta membantu mewujudkan
pelayanan kenaikan pangkat yang lebih cepat dan tertib administrasi.” (Wawancara, 15 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi SIPEKAT yang dikembangkan
oleh BKD Kabupaten Sidoarjo telah mendukung tercapainya tujuan pelayanan kenaikan pangkat yang lebih cepat,
efektif, efisien, dan tertib administrasi. Digitalisasi proses pengajuan memungkinkan seluruh tahapan dilakukan secara
elektronik, memudahkan pemantauan status usulan, mempercepat koordinasi antara OPD khususnya Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dengan BKD. Dengan demikian, SIPEKAT mampu
meningkatkan kualitas pelayanan kenaikan pangkat bagi ASN di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber
Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Hal ini terlihat dari persyaratan yang harus diunggah ke dalam SIPEKATyang
merupakan dokumen kepegawaian yang pada dasarnya telah tersimpan pada sistem informasi kepegawaian. Apabila
data tersebut dapat terintegrasi secara otomatis, proses pengajuan kenaikan pangkat berpotensi menjadi lebih efisien
karena operator maupun ASN tidak perlu lagi mengunggah dokumen yang sama secara berulang. Oleh karena itu,
belum optimalnya integrasi antar sistem menjadi salah satu aspek yang masih perlu dikembangkan untuk mendukung
efektivitas implementasi SIPEKAT serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian sebagaimana
disampaikan oleh Ibu Wilga Lazul Nuviandra, S.IP., M.HO Selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagi berikut :

“Setiap ASN yang mengajukan kenaikan pangkat melalui SIPEKAT wajib mengunggah seluruh persyaratan
yang telah ditentukan, seperti Karpeg, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, SKP, serta dokumen pendukung
lainnya. Memang prosesnya sudah jauh lebih mudah karena dilakukan secara online, tetapi sampai saat ini
SIPEKAT belum terintegrasi secara penuh dengan sistem kepegawaian lainnya. Akibatnya, dokumen-dokumen
yang sebenarnya sudah tersimpan pada sistem kepegawaian masih harus diunduh terlebih dahulu, kemudian
diunggah kembali ke SIPEKAT. Jika ke depan data tersebut dapat terhubung secara otomatis antar sistem, tentu
proses pengajuan kenaikan pangkat akan menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan mengurangi pekerjaan yang
berulang bagi operator maupun ASN.” (Wawancara, 15 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa SIPEKAT telah mempermudah proses pengajuan kenaikan
pangkat ASN karena dilakukan secara online. Namun, efektivitasnya masih belum optimal karena belum terintegrasi
penuh dengan sistem kepegawaian lainnya. ASN dan operator masih harus mengunduh serta mengunggah ulang
dokumen yang sebenarnya sudah tersedia dalam sistem. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antar sistem agar proses
pengajuan kenaikan pangkat menjadi lebih cepat, efisien, dan mengurangi pekerjaan berulang. Berikut merupakan
flowchart prosedur kenaikan pangkat melalui SIPEKAT di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kabupaten Sidoarjo sebagi berikut:

~ ALUR KENAIKAN PANGKAT ONLINE ~
SIPEKAT (SISTEM PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT)

\ @l BN p KD
) Frovis

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, 2026
Gambar 2. Flowchart SIPEKAT
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Berdasarkan gambar 2 dapat diketahui bahwa setiap ASN yang akan mengajukan kenaikan pangkat wajib
menunggah persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan. Meskipun SIPEKAT telah memberikan kemudahan
dalam proses pengajuan kenaikan pangkat secara elektronik, implementasinya masih menghadapi kendala berupa
belum optimalnya integrasi dengan sistem kepegawaian lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terkait
Efektivitas E-Government Sistem Kenaikan Pangkat Berbasis Online (SIPEKAT) di Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo pada indikator pencapaian tujuan telah mampu mewujudkan
pelayanan kenaikan pangkat yang lebih cepat, efektif, efisien, dan tertib administrasi. Digitalisasi proses pengajuan
memudahkan ASN dalam mengajukan usulan, memantau status berkas, serta meningkatkan koordinasi antara OPD
dengan BKD Kabupaten Sidoarjo. Namun demikian, pencapaian tujuan tersebut belum sepenuhnya optimal karena
SIPEKAT belum terintegrasi dengan sistem kepegawaian lainnya, sehingga ASN dan operator masih harus
mengunggah kembali dokumen kepegawaian yang sebenarnya telah tersedia pada sistem lain. Temuan tersebut sejalan
dengan teori efektivitas M. Richard Steers yang menyatakan bahwa efektivitas diukur dari sejauh mana tujuan program
yang telah direncanakan dapat dicapai dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, implementasi SIPEKAT dapat
dikatakan efektif karena telah memenuhi tujuan utama program, meskipun masih memerlukan penyempurnaan
melalui integrasi antar sistem kepegawaian. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Suherman (2022) yang
menyimpulkan bahwa pelayanan kenaikan pangkat berbasis elektronik mampu meningkatkan kecepatan dan
kemudahan pelayanan, namun efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh optimalisasi sistem pendukung yang digunakan.

B. Integrasi

Integrasi merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu organisasi dalam membangun sosialisasi,
menjalin komunikasi yang efektif, serta mengembangkan kesepahaman atau konsensus di tengah masyarakat. Melalui
integrasi yang baik, organisasi dapat menciptakan koordinasi yang harmonis dengan berbagai pihak sehingga
pelaksanaan program berjalan lebih efektif, memperoleh dukungan dari masyarakat, serta mampu mencapai tujuan
yang telah ditetapkan [16]. Pada penelitian mengenai Efektivitas E-Government Sistem Kenaikan Pangkat Berbasis
Online (SIPEKAT) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, indikator
integrasi ditinjau dari pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi antara BKD Kabupaten Sidoarjo sebagai
pengelola SIPEKAT dengan OPD sebagai pengguna sistem. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan agar ASN dan
operator memahami prosedur, persyaratan, serta setiap pembaruan pada SIPEKAT sehingga proses pengajuan
kenaikan pangkat dapat berjalan dengan baik. Selain itu, integrasi juga berkaitan dengan keterhubungan SIPEKAT
dengan sistem kepegawaian lainnya untuk mendukung pertukaran data secara otomatis, sehingga pelayanan kenaikan
pangkat dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan akurat.

Kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan melalui berbagai metode, seperti rapat, koordinasi, maupun bentuk
komunikasi lainnya yang melibatkan para pemangku kepentingan. Meskipun demikian, pelaksanaan sosialisasi tidak
selalu berjalan secara optimal. Pada beberapa program, masih terdapat kendala karena sasaran program belum
sepenuhnya memahami tujuan, mekanisme, maupun manfaat dari program yang dilaksanakan, sehingga efektivitas
pelaksanaan program belum dapat tercapai secara maksimal [17]. Integrasi merupakan indikator yang digunakan untuk
mengukur kemampuan suatu organisasi dalam membangun sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan berbagai
pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Dalam penelitian mengenai Efektivitas E-Government Sistem
Kenaikan Pangkat Berbasis Online (SIPEKAT) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kabupaten Sidoarjo, integrasi tercermin dari kemampuan BKD Kabupaten Sidoarjo sebagai pengelola SIPEKAT
dalam menjalin komunikasi dan koordinasi dengan OPD, khususnya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber
Daya Air, serta ASN sebagai pengguna sistem. Selain itu, integrasi juga diwujudkan melalui pelaksanaan sosialisasi
mengenai prosedur, persyaratan, dan pembaruan SIPEKAT agar seluruh pengguna memiliki pemahaman yang sama
dalam proses pengajuan kenaikan pangkat. Integrasi yang baik akan meningkatkan koordinasi antarinstansi,
memperkuat pemahaman pengguna terhadap sistem, serta mendukung tercapainya tujuan implementasi SIPEKAT
dalam memberikan pelayanan kenaikan pangkat yang lebih cepat, efektif, efisien, dan tertib administrasi sebagaimana
disampaikan oleh Ibu Wilga Lazul Nuviandra, S.IP., M.HO Selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagi berikut :

“sosialisasi sendiri tidak dilakukan secara terjadwal atau saat ada perubahan atau peningkatan kualitas sistem.
Biasanya, apabila memasuki periode usulan kenaikan pangkat, BKD akan menyampaikan surat pemberitahuan
atau surat edaran kepada seluruh OPD mengenai jadwal, batas waktu pengajuan, serta ketentuan yang harus
dipenuhi. Yang kami dahulukan yaitu ASN yang saat periode tersebut mengajukan pasti kami beri info sesuai
degan edaran yang kami dapat. Sehingga informasi tersebut diketahui hanya bebrapa ASN saja tidak
keseluruhan.” (Wawancara, 15 Juli 2026)
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Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Achmad Fauzi Makharim, A.Jd
Selaku ASN di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“selama saya mengajukan kenaikan pangkat melalui SIPEKAT, saya belum pernah mengikuti sosialisasi khusus
mengenai penggunaan sistem atau perubahan yang ada di dalamnya. Informasi yang saya terima biasanya
berasal dari bagian kepegawaian setelah mereka mendapatkan surat edaran dari BKD terkait jadwal, batas
waktu pengajuan, maupun persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi, informasi tersebut hanya disampaikan kepada
ASN yang sedang mengajukan kenaikan pangkat pada periode itu..” (Wawancara, 15 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa aspek integrasi, khususnya dalam pelaksanaan sosialisasi
SIPEKAT tidak dilakukan secara terjadwal maupun setiap terjadi perubahan sistem, melainkan informasi hanya
disampaikan melalui surat edaran dari BKD kepada OPD khususnya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber
Daya Air Kabupaten Sidoarjo menjelang periode kenaikan pangkat. Selanjutnya, informasi tersebut hanya diteruskan
kepada ASN yang sedang mengajukan kenaikan pangkat pada periode tersebut, sehingga belum seluruh ASN di
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo memperoleh informasi
mengenai perubahan persyaratan maupun mekanisme SIPEKAT. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi dan
penyebaran informasi masih perlu ditingkatkan agar seluruh ASN memiliki pemahaman yang sama terhadap
penggunaan SIPEKAT. Penyebaran informasi mengenai perubahan persyaratan maupun mekanisme pengajuan
kenaikan pangkat masih bergantung pada masing-masing OPD dalam meneruskannya kepada ASN. Kondisi ini
menunjukkan bahwa komunikasi telah berjalan melalui surat edaran, tetapi aspek sosialisasi kepada seluruh ASN
masih belum optimal sehingga berpotensi menyebabkan tidak semua ASN memperoleh informasi mengenai
pembaruan SIPEKAT secara menyeluruh. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Anita Farida Selaku Operator
SIPEKAT di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Setiap memasuki periode usulan kenaikan pangkat, BKD Kabupaten Sidoarjo selalu menyampaikan surat
pemberitahuan atau surat edaran kepada seluruh OPD. Jadi, surat edaran menjadi acuan kami dalam
memproses usulan kenaikan pangkat melalui SIPEKAT. Namun, penyampaian informasi tersebut lebih bersifat
administratif dan belum disertai sosialisasi secara langsung kepada seluruh ASN. Selanjutnya, masing-masing
OPD menyesuaikan cara menyampaikan informasi tersebut kepada pegawainya, sehingga tidak semua ASN
memperoleh informasi mengenai perubahan persyaratan atau mekanisme SIPEKAT secara bersamaan.”
(Wawancara, 15 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa penyampaian informasi mengenai kenaikan pangkat
melalui SIPEKAT sudah dilakukan melalui surat edaran kepada seluruh OPD. Namun, komunikasi belum sepenuhnya
optimal karena belum disertai sosialisasi secara langsung kepada seluruh ASN. Kondisi tersebut menyebabkan
informasi mengenai perubahan persyaratan dan mekanisme SIPEKAT belum diterima secara merata dan bersamaan
oleh seluruh ASN. Berikut merupakan dokumentasi edaran terkait batas waktu kenaikan pangkat sebagai berikut :

PR RABLE 4 TEN YOO D
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Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, 2026
Gambar 3. Dokumentasi Edaran Terkait Batas Waktu Kenaikan Pangkat
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Berdasarkan gambar 3 dapat diketahui bahwa BKD Kabupaten Sidoarjo menyampaikan informasi mengenai
pelaksanaan kenaikan pangkat melalui surat pemberitahuan kepada seluruh perangkat daerah setiap memasuki periode
usulan kenaikan pangkat. Surat edaran tersebut memuat jadwal pengajuan, batas waktu penyampaian usulan, serta
persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian,
surat edaran menjadi media utama dalam penyampaian informasi terkait pelaksanaan SIPEKAT kepada seluruh OPD.
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, indikator integrasi dalam efektivitas SIPEKAT di Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antara
BKD Kabupaten Sidoarjo dengan OPD telah berjalan melalui penyampaian surat pemberitahuan atau surat edaran
pada setiap periode kenaikan pangkat. Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi OPD dalam melaksanakan proses
pengajuan kenaikan pangkat sesuai jadwal, batas waktu, dan persyaratan yang telah ditetapkan. Namun demikian,
aspek sosialisasi belum terlaksana secara optimal karena tidak dilakukan secara terjadwal maupun setiap terjadi
pembaruan sistem. Akibatnya, informasi mengenai perubahan persyaratan atau mekanisme SIPEKAT hanya
disampaikan kepada ASN yang sedang mengajukan kenaikan pangkat, sehingga belum seluruh ASN memperoleh
pemahaman yang sama mengenai penggunaan SIPEKAT. Temuan tersebut menunjukkan bahwa indikator integrasi
menurut M. Richard Steers belum sepenuhnya terpenuhi. Steers menyatakan bahwa efektivitas organisasi diukur dari
kemampuannya membangun sosialisasi, komunikasi, dan pengembangan konsensus di antara pihak-pihak yang
terlibat. Pada implementasi SIPEKAT, komunikasi dan koordinasi telah terlaksana melalui surat edaran, namun
sosialisasi yang belum menyeluruh menyebabkan penyebaran informasi belum optimal. Hasil penelitian ini memiliki
kesamaan dengan penelitian Ahmad Farhan Dwi Sestono (2023) yang berjudul “"Efektivitas Layanan Sistem
Pengelolaan Kenaikan Pangkat (SIPEKAT) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa
Timur", yang menyimpulkan bahwa SIPEKAT telah memberikan kemudahan dalam pelayanan kenaikan pangkat,
tetapi efektivitasnya masih memerlukan peningkatan, terutama pada aspek komunikasi,

C. Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi maupun individu dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan
lingkungan yang terjadi. Dalam konteks implementasi suatu sistem informasi, adaptasi tercermin dari kemampuan
pegawai untuk memahami, mempelajari, dan mengoperasikan sistem yang diterapkan sehingga pelaksanaan pekerjaan
dapat berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam penelitian mengenai Efektivitas E-Government
Sistem Kenaikan Pangkat Berbasis Online (SIPEKAT) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kabupaten Sidoarjo, indikator adaptasi digunakan untuk menilai kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri
dengan penerapan SIPEKAT sebagai sistem pelayanan kenaikan pangkat secara elektronik. Adaptasi tersebut ditinjau
dari kemampuan ASN dan operator dalam menggunakan aplikasi SIPEKAT, kesiapan sarana dan prasarana
pendukung, seperti komputer dan jaringan internet, serta kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan
prosedur pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis digital. Implementasi SIPEKAT
dapat dikatakan efektif apabila didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam
mengoperasikan sistem serta didukung dengan fasilitas teknologi informasi yang memadai, sehingga pelayanan
kenaikan pangkat dapat berlangsung secara lebih cepat, efektif, efisien, dan tertib administrasi. Sebagaimana
disampaikan oleh Ibu Wilga Lazul Nuviandra, S.IP., M.HO Selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagi berikut :

“Sejak diterapkannya SIPEKAT, kami harus menyesuaikan proses pengajuan kenaikan pangkat yang
sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis online. Operator maupun ASN dituntut untuk memahami
cara penggunaan aplikasi agar proses pengajuan dapat berjalan dengan baik. Dari sisi sarana dan prasarana,
kami telah didukung dengan komputer dan jaringan internet yang memadai sehingga pelaksanaan SIPEKAT
dapat berjalan dengan lancar. Meskipun pada awal penerapan memerlukan penyesuaian, saat ini operator
sudah terbiasa menggunakan SIPEKAT dalam setiap periode kenaikan pangkat sehingga proses pelayanan
menjadi lebih cepat dan tertib administrasi.” (Wawancara, 15 Juli 2026)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ibu Anita Farida Selaku Operator SIPEKAT di Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Pada awal penggunaan SIPEKAT memang diperlukan proses belajar karena mekanisme pengajuan berubah
dari manual menjadi online. Namun, seiring berjalannya waktu kami sudah memahami alur penggunaan
aplikasi, mulai dari mengunggah dokumen, melakukan verifikasi, hingga memantau status usulan. Dari sisi
fasilitas juga sudah cukup mendukung karena tersedia komputer dan akses internet, sehingga kami dapat
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mengoperasikan SIPEKAT dengan baik dalam melayani pengajuan kenaikan pangkat ASN.” (Wawancara, 15
Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa dalam efektivitas SIPEKAT di Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dapat ditunjukkan oleh kemampuan operator dan ASN dalam
menyesuaikan diri dengan perubahan proses pengajuan kenaikan pangkat dari sistem manual menjadi berbasis online.
Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana, seperti komputer dan jaringan internet, turut mendukung kelancaran
pelaksanaan SIPEKAT. Dengan adanya kemampuan adaptasi sumber daya manusia dan dukungan fasilitas yang
memadai, proses pelayanan kenaikan pangkat dapat dilaksanakan secara lebih cepat, efektif, efisien, dan tertib
administrasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten
Sidoarjo beradaptasi dan memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, Dinas
Pekerjaan Umum dan Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo terkendala dalam masih rendahnya
rendahnya partisipasi dan pemahaman dalam penggunaan SIPEKAT di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Bina
Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagimana disampaikan oleh Ibu Wilga Lazul Nuviandra, S.IP.,
M.HO Selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kabupaten Sidoarjo sebagi berikut :

“Kendala yang masih kami hadapi dalam penerapan SIPEKAT adalah tingkat partisipasi dan pemahaman
sebagian ASN terhadap penggunaan sistem yang belum merata. Masih ada pegawai yang belum memahami
tahapan pengajuan kenaikan pangkat melalui SIPEKAT maupun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.
Kondisi tersebut menyebabkan proses pengajuan memerlukan penjelasan dan pendampingan lebih lanjut dari
pengelola kepegawaian. Sekalipun kami telah memberikan informasi terkait kekurangan dokumen, kadang ASN
tersebut juga kurang memahami sehingga dapat menghambat proses verifikasi selanjutnya.” (Wawancara, 15
Juli 2026)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ibu Anita Farida Selaku Operator SIPEKAT di Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan SIPEKAT, kendala yang masih sering kami temui adalah belum meratanya pemahaman
ASN terhadap mekanisme pengajuan kenaikan pangkat. Beberapa ASN masih mengalami kesulitan dalam
memahami tahapan proses maupun kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi. Meskipun kami sudah
memberikan informasi mengenai dokumen yang perlu diperbaiki atau dilengkapi, masih ada ASN yang belum
sepenuhnya memahami penjelasan tersebut sehingga proses verifikasi dan tindak lanjut pengajuan menjadi
membutuhkan waktu lebih lama.” (Wawancara, 15 Juli 2026)

Berdarakan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pelaksanaan SIPEKAT masih menghadapi kendala pada
pemahaman ASN yang belum merata terhadap mekanisme pengajuan kenaikan pangkat dan kelengkapan dokumen.
Kondisi tersebut membuat operator perlu memberikan pendampingan dan penjelasan tambahan. Akibatnya, proses
verifikasi dan tindak lanjut pengajuan kenaikan pangkat terkadang membutuhkan waktu lebih lama. Berikut berupakan
tabel sarana dan prasarana pada Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber
Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

Tabel 2. Sarana dan Prasarana pada Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo

No. Sarana dan Prasarana Jumlah Kondisi
1. Perangkat Komputer 4 unit Baik
2. Laptop 2 unit Baik
3. Jaringan Wifi 1 unit Baik
4. Printer 3 unit Baik
5. Scanner 4 unit Baik
6 Hard Disk 2 unit Baik

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, 2026

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana menunjang kebutuhan SIPEKAT di Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah memiliki beragai perangkat yang dapat
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menunjang kebutuhan proses pengajuan kenaikan pangkat melalui SIPEKAT. Berdasarkan hasil penelitian dan
wawancara, pada indikator adaptasi dalam efektivitas SIPEKAT di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber
Daya Air Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam
menyesuaikan diri terhadap perubahan proses pelayanan kenaikan pangkat dari sistem manual menjadi berbasis
elektronik. Hal tersebut ditunjukkan melalui kesiapan operator dan pengelola kepegawaian dalam memahami alur
penggunaan SIPEKAT, mulai dari proses pengunggahan dokumen, verifikasi, hingga pemantauan status usulan.
Selain itu, organisasi juga telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran
operasional SIPEKAT. Kondisi tersebut menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam menyesuaikan diri dengan
kebijakan digitalisasi pelayanan kepegawaian yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi belum sepenuhnya optimal.
Meskipun petugas telah mampu menyesuaikan diri dengan implementasi SIPEKAT dan didukung oleh fasilitas yang
memadai, masih terdapat kendala berupa belum meratanya partisipasi dan pemahaman ASN terhadap mekanisme
penggunaan SIPEKAT. Temuan tersebut sejalan dengan teori efektivitas organisasi menurut M. Richard Steers
dimana petugas telah mampu mengoperasikan SIPEKAT dan organisasi telah menyediakan fasilitas teknologi
informasi yang memadai. Akan tetapi, masih adanya ASN yang belum memahami penggunaan SIPEKAT
menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi organisasi belum sepenuhnya optimal karena proses penyesuaian terhadap
perubahan sistem digital masih berlangsung di tingkat pengguna layanan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan
penelitian Mayyasya Tian Ramadyanti dan Ilmi Usrotin Choiriyah (2025) yang berjudul "Efektivitas E-Government
melalui Surat Izin Praktik Online (SIP Online) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo". Penelitian tersebut
menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi e-government pada indikator adaptasi dipengaruhi oleh kesiapan
sumber daya manusia dan tersedianya sarana prasarana pendukung dalam mengoperasikan sistem berbasis elektronik.
Meskipun infrastruktur teknologi telah tersedia dengan baik, keberhasilan implementasi sistem tetap bergantung pada
kemampuan pengguna dalam memahami mekanisme pelayanan digital yang diterapkan.

VI1I. SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian ditemukah hasil sebagai berikut : pertama, Pada indikator pencapaian
tujuan, implementasi SIPEKAT telah mampu mendukung terwujudnya pelayanan kenaikan pangkat yang lebih cepat,
efektif, efisien, dan tertib administrasi. Pengajuan kenaikan pangkat yang sebelumnya dilakukan secara manual Kini
dapat dilaksanakan secara elektronik sehingga mempermudah proses pengunggahan dokumen, pemantauan status
usulan. Meskipun demikian, SIPEKAT belum terintegrasi dengan sistem kepegawaian lainnya. Akibatnya, dokumen
kepegawaian yang sebenarnya telah tersedia pada sistem lain masih harus diunduh dan diunggah kembali ke dalam
SIPEKAT, sehingga proses administrasi masih memerlukan pekerjaan yang berulang. Kedua, Pada indikator integrasi,
komunikasi dan koordinasi antara Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah berjalan melalui penyampaian surat pemberitahuan atau
surat edaran pada setiap periode kenaikan pangkat. Surat edaran tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan
pengajuan kenaikan pangkat sesuai dengan jadwal, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku. Namun, pelaksanaan
sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh maupun secara berkala setiap terdapat pembaruan sistem. Informasi
mengenai perubahan mekanisme dan persyaratan SIPEKAT umumnya hanya disampaikan kepada ASN yang sedang
mengajukan kenaikan pangkat pada periode tertentu, sehingga masih terdapat ASN yang belum memperoleh informasi
secara merata mengenai perkembangan sistem. Ketiga, Pada indikator adaptasi, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap penerapan SIPEKAT
sebagai sistem pelayanan kenaikan pangkat berbasis elektronik. Hal tersebut ditunjukkan melalui kesiapan operator
dalam mengoperasikan aplikasi serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung. Meskipun demikian, kemampuan
adaptasi masih terdapat kendala ASN yang belum memiliki pemahaman dan partisipasi yang merata dalam
penggunaan SIPEKAT. Kondisi tersebut menyebabkan proses verifikasi administrasi masih memerlukan penjelasan
dan pendampingan lebih lanjut dari pengelola kepegawaian.
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